SALINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 191 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA

Menimbang

Mengingat

KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi

pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo perlu adanya

penyempurnaan dalam pelaksanaannya, berdasarkan hal tersebut

maka perlu diatur kembali dalam perubahan Peraturan Walikota

Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja Kota Probolinggo;

1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



10.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan
Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6205);

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6264);



Menetapkan

11.

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 103 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KOTA PROBOLINGGO.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 103 Tahun 2016

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata

Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo
Tahun 2016 Nomor 103) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf ¢ dan huruf d diubah, sehingga Pasal 3

berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Satpol PP, terdiri atas :

a. Kepala Satuan;

b. Sekretariat, membawahi :

1.

Subbagian Tata Usaha;

2. Subbagian Program; dan

3. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawabhi :

1.

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan

2. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.



(1)

(2)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

d. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas
SDM membawahi :
1. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
2. Seksi Pengembangan Kapasitas SDM.
e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran membawahi :
1. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
2. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.
f.  Unit Pelaksana Teknis;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.
Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Satuan melalui Kepala Bidang.

Ketentuan pada dalam pasal 6 dan pasal 7 diubah sehingga berbunyi, sebagai

berikut :

Bagian Kedua
Bidang Penegakan Peraturan Daerah
Pasal 6

Bidang Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas merencanakan,

melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan, perumusan,

penyusunan, pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang

penegakan peraturan daerah yang meliputi penyelidikan dan penyidikan,

pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi :

a.

perumusan rencana kerja dibidang penegakan peraturan daerah yang
meliputi penyelidikan dan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan;

perumusan kebijakan teknis dibidang penegakan peraturan daerah yang
meliputi penyelidikan dan penyidikan, pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan;

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang

penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;



d. pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan dibidang Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7
(1) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas :

a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan
dengan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Penyelidikan dan Penyidikan;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi
Penyelidikan dan Penyidikan;

e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

f. melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

g. melaksanakan pembinaan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan
anggota Satpol PP;

h. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;

i. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan

j- melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berbunyi, sebagai berikut :

a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan
dengan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;

c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi

Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan;



menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan
Penyuluhan;

melaksanakan pembinaan, pengawasan, sosialisasi dan penyuluhan di
bidang Satuan Polisi Pamong Praja;

melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi

anggaran Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan.

3. Ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut :

Bagian Ketiga

Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM

Pasal 8

(1) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas

SDM mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan

dan mengendalikan kegiatan, perumusan, penyusunan, pelaksanaan

pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban

umum yang meliputi operasi dan pengendalian, pengembangan kapasitas
SDM.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM,

mempunyai fungsi :

a.

perumusan rencana kerja dibidang ketentraman, ketertiban umum dan
pengembangan kapasitas SDM yang meliputi operasi dan pengendalian,
pengembangan kapasitas SDM;

perumusan kebijakan teknis dibidang ketentraman, ketertiban umum
dan pengembangan kapasitas SDM yang meliputi operasi dan
pengendalian, pengembangan kapasitas SDM;

pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan tugas dibidang
ketentraman, ketertiban umum dan pengembangan kapasitas SDM
yang meliputi operasi dan pengendalian, pengembangan kapasitas
SDM;

pelaksanaan kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum,;
pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan kegiatan dibidang ketentraman, ketertiban umum dan
pengembangan kapasitas SDM yang meliputi operasi dan pengendalian,
pengembangan kapasitas SDM; dan

pelaksanaan fungsi dinas lainnya yang diberikan oleh Kepala Satuan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pasal 9

(1) Seksi Operasi dan Pengendalian, berbunyi sebagai berikut :

a.

menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan
dengan Seksi Operasi dan Pengendalian;

menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Operasi dan Pengendalian;

membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi
Operasi dan Pengendalian;

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;
melaksanakan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;

melaksanakan pengamanan kepada Walikota, Wakil Walikota dan
Sekretaris Daerah serta Aset vital milik Daerah;

melaksanakan kerjasama dengan pihak terkait tentang kegiatan operasi
dan pengendalian

melaksanakan pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk
pejabat negara dan tamu negara;

melaksanakan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan
Umum (Pemilu) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada),
keramaian daerah dan atau kegiatan yang berskala massal;
melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian;

menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi

anggaran Seksi Operasi dan Pengendalian; dan

. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

Penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pengembangan Kapasitas SDM, mempunyai tugas :

a.

menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk
teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan
dengan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM,;

menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Pengembangan Kapasitas SDM;

membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja
bawahan dalam pelaksanaan tugas;

menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi
Pengembangan Kapasitas SDM;

menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan

program dan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;



f. melaksanakan penyusunan analisis kebutuhan dan pengembangan
sumber daya dan kapasitas personil;

g. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya dan kapasitas
personil;

h. melaksanakan kegiatan kesamaptaan personil;

i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program
dan kegiatan Seksi Pengembangan Kapasitas SDM;

j- menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Seksi Pengembangan Kapasitas SDM; dan

k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pengembangan Kapasitas SDM

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Lampiran diubah sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal II
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan berlaku
efektif mulai tanggal 2 Januari 2020.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 28 November 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 28 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

T ¥ 4
/ ‘/
TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014




SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA

SALINAN LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 191 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 103 TAHUN
2016  TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KOTA PROBOLINGGO.
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WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN



